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BEBERAPA K@MPGNFN YANG MFNDUKUNG
DALAM ?ELAKSANAAN SISTEM ADMENISTRASI S
DANDOKUMENTASI_HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* i

Oleh Abdul Bari Azed

. Kami menyambut baik pelaksanaan seminar. tentang Penegakan Hukum e

o :.. '_Bldang ak Kekayaan Inteiektual pada han ini. Pada hemat karm event_'-_-' 3
Stlserupa’iniamat berharga bag1 upaya : pemngkatan pemahaman dan-

_""'kesadaran masyarakat dl ‘md&ng HKI sekahgt.s sebagai forum 11m1ah i

': jdan kuantitas penegakan hukum di b1dang HKI Pada gahrannya hasﬂ
*“seminar diharapkan akan dapat menyumbang pada penmgkatan kualitas -
pelaksanaan sistem HKI 1tu sendiri. Untuk alasan tersebut di atas, ijinkan
kami.menyampaikan rasa hormat yang tulus dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman dan HAM RI serta Dekan Fakultas Hukum Uni-
versitas Gadjah Mada yang telah memprakarsai penyelenggaraan semi-

nar yang prestisius ini.

2. Rasabangga dan hormat kami kepada panitia penyelenggara bukan hanya
karena seminar ini mengangkat hak kekayaan intelektual sebagai tema
sentral dalam perspektif lintas sektoral, tetapi juga mencoba mengangkat
realitas yang sangat mendasar yaitu bidang penegakan hukum, karena
sesungguhnya pada sisi inilah yang merupakan titik terlemah dalam sistim
HKI di Indonesia. Pada dasarnya penegakan hukum di bidang HKI
merupakan kepanjangan tangan dari misi Direktorat Jenderal HKI,
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yaitu memberikan
pertindungan hukum dan menggalakkan peningkatan karya kreatif dengan
menyelenggarakan sistem HKI di Indonesia.

3. Penegakan hukum adalah kunci untuk kesuksesan misi ini. Terkait dengan
halini kami mengutip ucapan Thomas Jefferson: “Ignorance of the law
is no excuse in any country™. If it were, the laws would lose their effect,

Disampaikan dalam Seminar tentang Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta,
11- 12 Agustus 2003 kerjasama Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan
HAM Ri dengan Fakultas Hukum UniversitasGadjah Mada.

**  Direkiur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depaniemen Kehakiman dan HAM.
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= because it ean always be pretended Tanpa penegakan huimm yang efektif,

kemauan_ pohtlk '(polmcal wzll) :_Pemermtah kuahtas

2

Berkaltan dengan topxk seminar yang dipl ih untuk kaml yaitu mengenai
PeIaksanaan ‘Sistem Administrasi dan’ Dokumentas; Hak Kekayaan
.-;:Inteiektual menurut hemat kam1 untuk mencapai: hasﬂ yang optimal,

‘pelaksanaan Slstem Admmmtram dan Dokumentasi Hak Kekayaan
Intelektual tersebut setidaknya harus dldukung oleh beberapa komponen,
yaitu ters&dianya perangkat hukum, baik yaiig bersifat nasional maupun
internasional, penataan kelembagaan tersedlanya kualitas'sumber daya
pegawal yang memadai serta adanya dukungan mfrastruktur yang handal.

- Dukungan perangkat hukumn dalam rangka’ pelaksanaan sistim administrasi

. dan dokumentasi HKI di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya Con-
.. vention Establishing the WIO/Agreement on Trade Related Aspects
1 af Intellectual Property Rzghts (“Konvensi WTO”/”Persetujuan TRIPs")
dengan UU No. 71/1994. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagm langkah
penyesuaian. Dalam kaitan ini Pemerintah teiah menetapkan hrna langkah
strategi dalam rangka penyesuman yaltu

-a. . Legislasi dan Konvensi Intemasmnal merewsx atau mengubah
peraturan pemndang—undangan yang telah ada di bidang HKI dan
mempersiapkan peraturan perundang—undangan baru untuk bidang
HKI, juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-
konvensi internasional. Berkaitan dengan langkah pertama, yaitu di
bidang legislasi dan konvensi internasional, di mana kita sudah
menyatakan ikut dalam Konvensi WTO / Persetujuan TRIPs.
Konsekuensinya, kita tunduk pada prinsip-prinsip globalisasi
sebagaimana di atur dalam kesepakatan duntaitu. Konsekuensi dari
keikutsertaan pada konvensi ini menyebabkan Indonesia memperluas
lingkup sistem HKI dari hanya Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi

- ditambah dengan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang serta Varietas Tanaman,

o ';.;.:s:lstem HKI ‘akan sia-sia. Peker_]aan administrator HKI yang atas nama
N Negara memberlkan hak kepada pemohun HKI akan pupus begitu saja.
iJadi hukum harus; dltegakkan Pada hemat kaxm penegakan hukum
R --berkaltan dengan beberapa faktor, antara lain : konsep51 HKI danpersepsi
Sl terhadapnya

_Z' karya mtelektual dan__penegakan hukum ‘adalah’ merupakan “ruh” dan_ _ :
- .-kunm bagz kesuksesan' misi pemer:ntah'-' R T R
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cnbis :_Admimstram menyempurnakan . 31stem ‘administrasi. -pengelolaan '
B j.:HKI dengan misi:memberikan. perhndungan hukurn dan mengga—
§'-1_akkan pengcmbangan karyawkarya mtelektual

ﬁK_e_rJasama _ memngkatkan kergasama terutama dengan plhak luar_

SIZKesadaran Masyarakat memasyarakatkan atau sosrahsam HKI;
: Penegakan Hukum membantu penegakan hukum d1 bldang I—IKI

_"6._-_1___:15:Berka1tan dukungan perangakat hukum Pemermtah Indones1a teiah
T menetapkan .7 buah Undang-undang di bzdang HKI yaitu; -

_.-a.' __-;_.-:Undang undang No.:30 Tahun 2000 tentang Rahasm Dagang; .
2 f-Undang -undang No ‘31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

= E”cf:";' 'Undang«undang No 32 Tahun 2000 tentang Desam Tata Letak Sirkuit
: "'___:Terpadu RERER NN :

-'Undang undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten
" Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang- undang No. 19 Tahun 2002 - tentang Hak Cipta,

e eoan

- Undang- undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perhndungan Varitas
~*Tanaman R 3 1% .

7. '_':Se}alan dengan perubahan berbagal undang«-undang tersebut di atas,
. Pemerintah juga telah meratiﬁkam 5 konvens: 1ntemas1ona1 d1 bidang
- HKI, yaitu sebagai benkut :

a.  Paris Convention for the Protecrzon of zndustnal Property (Keputusan
Presiden No. 15 Tahun 1997), _
b _ _Patent Cooperatzon Treaty (PCT) and ,Regulatzons under the PCT
. (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997): '
c. . Trademark Law Treaty (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997):
. Berne Convention for the Protection.of Literary and Artistic Works
- {Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997); (Tt

e WIPO Copyright Treaty (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997).

8. Penataan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan sistem administrasi
_-dan dokumentasi HKI telah dimulai dengan dibentuknya Direktorat
.Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berdasarkan Keputusan Presiden
No. 32 tahun 1988. Seiring dengan bertambahnya aspek-aspek yang
menjadi objek perlindungan HKI di Indonesia, pada tahun 1998
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o berdasarkan Keputusan I’resuien No 144, Dlrektorat J enderal Hak Cipta,

-::Paten dan_Merekj’dlgant; mengadl Dlrektorat_ J__enderal Hak Kekayaan :

g :;HKI nasmnai secara. terpadu termasuk untuk mengkoordmasxkan dengan
' _.mstansx mstan31 terka1t Atas upaya penataan keiembagaan 1n1 DI‘{}E!]

_.Terkmt_dengan penataan L eiembagaan dalam mendukung'pelaksanaan

sistim. administrasi dan dokumentasi. HKI dalah dengan melibatkan

'Kantor-Kantor Wﬂayah Departemen Kehaklmzin dan Hak' Asasx Manussa

: 'daseluruh Indonesaa ut__ltuk menerima permohonan pendaftaran HKI. Pada

f.s1sx 1a1n keterhba‘iar_;“'Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam
' 'menerima permohonan pendaftaran HKI adalah untuk memudahkan

10.

11,

masyarakat, termasuk masyarakat kecil untuk mengurus ‘pendaftaran HKI
mereka. Bahkan program ini sangat sejalan dengan pemberian otonomi
yang lebih luas kepada daerah.

Tersedianya sumber daya pegawai yang berkualitas adalah merupakan
suatu kebutuhan yang mutlak. Dukungan secara maksimal atas pelaksanaan
sistem administrasi dan dokumentasi HKI sangat tergantung kepada
pembinaan sumber daya manusia (“SDM"). Dalam koridor pembinaan
Pegawai Negeri Sipil, tahap per tahap SDM Ditjen HKI ditingkatkan
melalui berbagai skema, terutama melalui bantuan kerjasama dengan Bank
Dunia berupa program pendidikan master bidang HKI di luar negeri,
pelatihan, partisipasi perternuan/seminar baik di dalam maupun luar negeri.
Tak kurang pula para karyawan yang meningkatkan kualitas SDM nya
meialui pendidikan atas upaya dan dana mereka sendiri.

Tersedianya infrastruktur yang handal adalah merupakan kebutuhan vang
akan sangat mendukung dalam pelaksanaan sistim administrasi dan
dokumentasi HKI. Dalam kaitan ini Ditjen HKI memperoleh bantuan dari
International Bank for Reconstruction and Development berupa Loan
agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang
menghasilkan pinjaman luar negeribagi Ditjen HKI untuk membiayai
antara lain Preparing Automation Plan dan Automation Equipment. Sistim
otomasi ini baru saja selesai dilaksanakan dan saat ini sedang memasuki
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S .._proses u_11 coba D1harapkan dengan 31st1m otomam ini akan membenkan :
- dukungan’ yang' maksxmal bagl pe]aksanaan ‘sistem admm:stras; dan

“‘dokumentasi HKI, menuju’sistem pengelolaan HKI modern, yang

3 .:_:'- akomodatif terhadap kepentmgan masyarakat terutama masyarakat blsms
L _dalam dan luar negen L : ; .

- .'12'._"'.'Pada akhlrnya d"' ngan telah terpasangnya _s_ist_1_m otomas: d11mgkungan .

.. Ditjen HKI ini, 2kan membuka ‘kemungkinan bagi Ditjen HKI untuk -

2 '-memperluas _;armgan__ tomasi, termasuk: misalnya membuat j Jarmgan on
. line dengan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM di daerah. Upaya

: '--_membangun sistim otomasi. ini adalah dalam kerangka melaksanakan

" administrasi dan dokumentasx HKI yang modem yang dlperuntukan bagi’

‘kemudahan dan manfaat yang’ sebesar~besarnya masyarakat pengguna

'HKI dalam mendapatkan 1nforma51 HKI secara mudah dan efisien.

) _:Demiklﬁanlah uralan yang karnl sampaakan secara pokok~pokok berkaitan
dengan komponen pendukung dalam melaksanakan sistim : administrasi hak
kekayaan mtelektual pada Dlrektorat Jenderai HKI.

Terima kaSIh
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